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ABSTRAKSI 
Pembuktian terbalik merupakan penyimpangan dari KUHAP, dan salah satu 
terobosan terbaru dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam 
beberapa perkara gratifikasi yang menjerat Pejabat Negara maupun PNS, 
pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan dalam proses pemeriksaannya. Dalam 
prakteknya di Pengadilan Tipikor Surabaya pembuktian terbalik belum diterapkan 
secara murni dan maksimal dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi, sebab 
ada beberapa hambatan yaitu Kurang adanya persamaan persepsi dari penegak 
hukum dalam menerapkan dan melaksanakan pembuktian terbalik, penerapan 
pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, 
ketidakseriusan jaksa dalam menangani tindak perkara gratifikasi, serta Dasar 
hukumnya lemah, baik dasar hukum tentang pembuktian terbalik maupun dasar 
hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Kata Kunci : Penerapan, Pembuktian Terbalik, Gratifikasi 
 
ABSTRACT 
Of proof is a deviation from the Code of Criminal Procedure, and one of the latest 
breakthroughs in the fight against corruption. In the few cases that ensnared 
gratification State officials and civil servants, reversed burden of proof can not be 
applied in the examination process. In practice in Surabaya Corruption Court 
reversed burden of proof has not been applied in a pure and maximum 
gratification in the process of examination of the case, because there are several 
obstacles that perception Lack of law enforcement in implementing and carrying 
out reverse authentication, application of proof contrary to the presumption of 
innocence, the lack of seriousness prosecutions in case follow-gratification, as 
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well as weak legal basis, both the legal basis of the legal basis of proof and the 
eradication of corruption. 
Keywords:  application, proof reversed, gratification 
 
A.  PENDAHULUAN  
Korupsi terjadi di seluruh Negara, tetapi fenomena yang terjadi di 
Negara berkembang menunjukan korupsi telah menjadi sesuatu yang 
sistematik. Meluasnya praktek korupsi adalah suatu gejala bahwa kontrol 
Negara dan  masyarakat kurang berfungsi dan pada penyelenggaraan Negara 
yang tidak efisien dapat mengakibatkan kesalahan kebijakan dan 
memperlambat pertumbuhan ekonomi.1 
Usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut di atas sangat 
diprioritaskan, hal ini karena korupsi dipandang dapat mengganggu dan 
menghambat pembangunan nasional, merintangi tercapainya tujuan nasional, 
mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak citra aparatur Negara yang 
bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, dan yang pada akhirnya akan 
merusak kualitas manusia dan lingkunganya.2 Pada dasarnya tujuan dari 
pemberantasan korupsi di samping untuk memberi hukuman yang setimpal 
terhadap si pelaku (dengan harapan berefek preventif), juga untuk 
menyelamatkan dana negara yang dikorup guna dimanfaatkan dalam proses 
pembangunan. 
Di samping penanggulanganya yang sulit, masalah pembuktian dalam 
tindak pidana korupsi juga merupakan masalah yang rumit, karena pelaku 
tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatanya yang rapi. Sulitnya 
pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat 
penegak hukum. 
Dalam hukum pembuktian korupsi, khususnya mengenai pembebanan 
pembuktian ada perbedaan dengan ketentuan pembebanan di KUHAP. Dalam 
                                                            
1 Arifin Rada, Kecurangan dalam birokrasi pemerintahan pemicu terjadinya tindak pidana 
korupsi, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, hal 9 
2 RS Harum Pudjianto, Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi di Indonesia. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994, hal 5 
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hal-hal  tertentu dan pada tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan 
beban pembuktian tidak mutlak pada jaksa penuntut umum, tetapi ada pada 
terdakwa.3 Melalui penerapan pembuktian terbalik, terdakwa yang harus 
membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang legal 
(sah berdasarkan hukum), kalau terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa 
hartanya diperoleh dengan cara yang legal, maka ia dapat dikatagorikan 
melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik 
sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-
undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini 
merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian konvensional yang diatur 
dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). KUHAP 
menentukan bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah 
jaksa penuntut umum bukan terdakwa. Di samping itu penerapan pembuktian 
terbalik juga merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah 
(presumption of innocence), melalui pembuktian terbalik terdakwa dianggap 
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sampai dapat membuktikan 
sebaliknya.  Dengan diterapkannya pembuktian terbalik akan memberikan 
efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena ia yang harus 
membuktikan bahwa ia tidak bersalah, artinya kalau ia tidak mampu 
membuktikan, maka otomatis ia dianggap bersalah melakukan tindak pidana 
korupsi.4 
Tujuan pokok kegiatan pembuktian terbalik digunakan untuk 
membuktikan dua objek pembuktian. Pertama, terhadap objek tindak pidana 
korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi secara negatif artinya tidak terjadi 
tindak pidana. Tujuan pokok kegiatan pembuktian adalah untuk membuktikan 
tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tindak pidana terdiri dari 
beberapa unsur-unsur yang didakwakan. Maka objek pembuktian adalah 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan di dalam pembebanan 
                                                            
3 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Alumni, Bandung, 2006, hal 8 
4 Muwahid, 2012, Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Pembuktian Terbalik dan 
Hukuman Mati (online), http://Upaya Pemberantasan-Korupsi-Melalui-Pembuktian-Terbalik-
dan Hukuman-Mkkati-htm. Diakses pada tanggal 26 September 2012  
4 
 
pembuktian terbalik inilah ada kekhususan tersebut. Kedua, mengenai objek 
harta benda yang belum didakwakan in casu tentang sumbernya. Untuk objek 
kedua pada pembebanan pembuktian terbalik bukan digunakan secara 
langsung untuk membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi bagi terdakwa 
digunakan agar hakim menjatuhkan pidana perampasan barang terhadap harta 
benda yang belum didakwakan.5 
Dengan diterapkannya pembuktian terbalik dalam proses pemeriksaan 
perkara gratifikasi merupakan salah satu bagian dari proses pengembangan 
hukum dalam rangka mempermudah perolehan alat bukti dalam perkara 
gratifikasi dan bagian dari upaya penegak hukum dalam memberantas korupsi 
karena dengan penerapan pembuktian terbalik seseorang akan berpikir ulang 
untuk melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan 
yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu 
diperolehnya secara tidak sah. Pembuktian terbalik adalah pilihan yang sangat 
efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari 
tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena Negara dapat memiskinkan 
koruptor dengan cara merampas kembali aset-aset milik Negara yang 
diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik. 
Namun dalam kenyataanya, seperti dalam kasus hakim Syarifuddin, 
dimana dalam kasus tersebut Majelis hakim menilai Terdakwa Syarifuddin 
tidak perlu melakukan pembuktian terbalik, begitu pula dengan kasus Gayus 
Tambunan yang pada akhirnya membuat Presiden bertindak dengan 
menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 2 Tahun 
2011, yang meliputi penggunaan metode pembuktian terbalik dalam 
mengefektifkan penegakan hukum, selama ini ada kesan kuat para penegak 
hukum kita tidak mau menerapkan asas pembuktian terbalik. Keengganan 
para penegak hukum untuk melaksanakan instruksi tersebut dapat ditafsirkan 
                                                            
 5 Adami Chazawi, Op.Cit, hal 10-11 
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sebagai pembangkangan karena hanya menjadikan instruksi sebagai macan 
kertas.6 
B. RUMUSAN MASALAH 
Bedasarkan latar belakang yang telah di uraikan secara jelas, maka 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah: 
1. Bagaimana penerapan pembuktian terbalik yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor. 20 tahun 2001 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
kaitannya dengan pemeriksaan perkara gratifikasi? 
2. Apakah hambatan  yang dialami oleh Hakim dalam upaya penerapan 
pembuktian terbalik pada proses pemeriksaan perkara gratifikasi? Dan 
Bagaimana upaya penanggulangan hambatan tersebut? 
 
C. METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian mengenai pembuktian terbalik ini menggunakan 
penelitian empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
yuridis-sosiologis, Pendekatan yuridis sosiologis ini dilakukan dengan cara 
menguji bagaimana penerapan pembuktian terbalik dalam pemeriksaan 
perkara gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya sesuai 
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Dengan pedekatan ini akan diketahui secara jelas pemahaman, 
penerapan, dan pelaksanaan pembuktian terbalik. 
Jenis data yang mendukung penelitian ini adalah : 
1. Data Primer 
Data primer berupa keterangan atau fakta di lapangan, yaitu data-
data yang bersumber dari Hakim Tipikor, Panitera Muda Tipikor, 
yang berkompeten dalam pemeriksaan perkara gratifikasi di 
Pengadilan Tipikor Surabaya. 
2. Data Sekuder 
                                                            
6 Sonny Wibisono, 2011, Menjerat Koruptor Dengan Asas Pembuktian Terbalik (online), 
http://www.MasyarakatTransparansiIndonesia»Menjerat-Koruptor-dengan-Asas-Pembuktian- 
Terbalik.htm. diakses pada 26 September 2012 
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Data sekunder (secondary data) adalah data yang diperoleh peneliti 
dari penelitian kepustakaan (buku-buku literature), penelusuran 
perundang-undangan, penelusuran situs internet, berbagai 
penelitian yang ada sebelumnya yang berbentuk laporan, serta hasil 
karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah 
mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam perkara gratifikasi. 
Dalam melakukan penelitian dan penyusunan penulisan ini, peneliti 
memerlukan sumber data yang diperoleh dari : 
a. Sumber Data Primer: 
adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pada 
sumber data ini meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan 
melalui wawancara dengan responden yaitu Hakim Tipikor dan 
Panitera Muda Tipikor yang terkait dengan masalah pemeriksaan 
di persidangan Tipikor. 
b. Sumber Data Sekunder: 
Studi pustaka Buku-buku literature dan makalah Hukum mengenai 
Korupsi di PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana dan KUHP, Undang-undang Republik 
Indonesia No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 
01 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan 
Sususan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan 
artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan 





 Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : 
1. Data Primer diperoleh dengan cara : 
a. Interview (Wawancara) 
Teknik wawancara (interview) dengan responden, yaitu Hakim 
Pengadilan Tipikor, Panitera Muda Tipikor, maupun pihak-
pihak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara 
gratifikasi di Pengadilan Tipikor Surabaya. 
2. Data sekunder diperoleh dengan cara : 
a. Studi Pustaka 
dengan cara mendapatkan informasi dari buku literature-
literatur, artikel, jurnal ilmiah, dan dokumentasi-dokumentasi 
hukum yang diperoleh dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum, 
Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, serta situs-situs 
hukum yang ada dalam internet. 
b. Dokumentasi 
Dengan cara menyalin,mencatat dan mengumpulkan data, 
arsip-arsip, dan dokument-dokument yang diperoleh dari 
Pengadilan Tipikor Surabaya yang berkaitan dengan 
permasalahan pembuktian terbalik. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif  dimana data yang berhasil dikumpulkan dan dihimpun 
lalu dianalisa yaitu dengan menghubungkan data-data yang diperoleh di 
lapangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan untuk memperoleh 
suatu kesimpulan, serta memperkaya dan memperdalam tema dan hipotesa 
dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.7 
D. PEMBAHASAN 
I. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Pemeriksaan Perkara 
Gratifikasi 
                                                            
7 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum.Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 66 
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Menurut Gazalba Saleh, dalam praktek peradilan di Pengadilan 
Tipikor Surabaya pembuktian terbalik dalam gratifikasi belum diterapkan 
secara maksimal, yang secara norma telah diatur dalam Pasal 37 (2) Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
tersebut. Sebab pembuktian terbalik dianggap hanya sekedar wacana semata, 
artinya dengan ditambahkannya ketentuan mengenai pembuktian terbalik 
dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkesan hanya 
sebagai asesoris hukum. Selain itu pembuktian terbalik dianggap hanya 
sebagai upaya alternatif di dalam penanganan tindak pidana korupsi. Pada 
dasarnya pembuktian tersebut digunakan sebagai pemblokiran/penyitaan 
sementara harta benda milik terdakwa, sehingga pada saat putusan dijatuhkan 
Hakim, harta tersebut dapat dijadikan jaminan bagi Jaksa penuntut umum 
untuk mengembalikan harta benda yang diblokir sementara kepada Negara, 
sebagai pengganti kerugian Negara.8 
Dalam memeriksa perkara, Hakim berdasarkan pada Surat Dakwaan 
JPU. Selama JPU tidak mendakwakan hal yang berkaitan dengan pembuktian 
terbalik maka Majelis Hakim tidak ada dasarnya untuk melakukan 
pembuktian terbalik. Selama beliau menangani perkara korupsi, baru satu 
perkara yang surat dakwaan JPU menyita/memblokir sertifikat rumah 
terdakwa yaitu perkara Mantan Bupati Sidoarjo. Dalam perkara tersebut JPU 
berasal dari KPK, Dari dakwaan tersebut jaksa menyita/memblokir sertifikat 
rumah, namun sertifikat rumah dan tanah yang diblokir tersebut tidak relevan 
dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh terdakwa karena tanah dan 
bangunan tersebut telah dimiliki terdakwa beberapa tahun yang lalu sebelum 
didakwakan melakukan korupsi, sehingga beliau sebagai Majelis Hakim 
menolak untuk melakukan pembuktian terbalik.9 
Dalam prakteknya selama ini di Pengadilan Tipikor, Hakim jarang 
memberikan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk membuktikan 
                                                            
8 Wawancara dengan Gazalba Saleh selaku Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya pada 
tanggal 10 Desember 2012. (diolah) 
9 Wawancara dengan Gazalba Saleh selaku Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya pada 
tanggal 10 Desember 2012. (diolah) 
9 
 
bahwa kekayaannya diperoleh dari hasil yang sah dan harta mana saja yang 
diperoleh dari hasil gratifikasi. Bagaimana pembuktian terbalik dapat 
diterapkan secara efektif  jika dalam prakteknya sejauh ini peran penuntut 
umum masih dominan dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi yang 
nilainya lebih dari Rp 10 Juta.10   
Dari pemeriksaan beberapa perkara gratifikasi, sering kali terdakwa 
membantah/mengelak dakwaan penuntut umum. Mereka selalu melakukan 
pembelaan dengan menyatakan bahwa dakwaan yang tertuju kepadanya tidak 
benar, dan mereka tidak pernah menerima gratifikasi seperti yang ada dalam 
dakwaan JPU. Dari pengelakan terdakwa itulah yang menyebabkan 
pembuktian terbalik tidak dapat terlaksana secara efektif, sehingga Hakim 
sebagai orang yang berkompeten memeriksa perkara di Pengadilan tidak 
dapat membebankan kewajiban sepenuhnya kepada terdakwa untuk 
melakukan pembuktian terbalik.11 
I Made Sukadana menegaskan bahwa pembuktian terbalik (Omkering 
Van het Bewijslat/Reversal Burden of Proof/Shifting Burden of Proof) belum 
diterapkan secara murni dalam pemeriksaan perkara korupsi di Pengadilan 
Tipikor Surabaya. Dengan alasan bahwa sistem yang digunakan masih 
berpegang pada “siapa yang mendakwakan, maka dialah yang harus 
membuktikan”. Jaksa penuntut umum sebagai pihak yang mendakwakan, 
didepan persidangan harus bisa membuktikan bahwa dakwaan yang ditujukan 
kepada terdakwa benar adanya, dengan didukung dasar-dasar yang kuat serta 
alat-alat bukti yang menguatkan bahwa dakwaan tersebut benar.12 
Walaupun pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2001, namun  tidak menghapuskan kewajiban penuntut 
umum untuk memberikan pembuktian yang berlawanan. Pembuktian terbalik 
                                                            
10 Wawancara dengan Saipuddin Zahri Selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya Pada 
11 Januari 2013 (diolah) 
11 Wawancara dengan Saipuddin Zahri Selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya Pada 
11 Januari 2013 (diolah) 
12 Wawancara dengan I Made Sukadana selaku Hakim Pengadilan Tipikor, pada Tanggal 10 
Desember 2012 (diolah) 
10 
 
juga memiliki resiko terhadap setiap orang yang didakwakan sebab 
pembuktian terbalik itu melanggar asas praduga tak bersalah.13 
Sedangkan Menurut Syuhadak, pembuktian terbalik yang diklaim 
dapat mempermudah proses pembuktian dalam upaya pemberantasan korupsi 
tersebut, belum diterapkan sepenuhnya dalam pemeriksaan perkara korupsi 
gratifikasi di Pengadilan Tipikor Surabaya. Sebab sistem pelaksanaan 
pembuktian terbalik itu sulit, secara logika dalam pembuktian secara negatif 
saja banyak terjadi kesalahan-kesalahan apalagi jika pembuktian terbalik 
tersebut diterapkan dapat diperkirakan proses pemeriksaan akan memakan 
waktu yang lama. Sebab perkara korupsi itu bukan perkara mudah dan 
pembuktiannya juga bukan semudah perkara biasa, pelakunnya pun berasal 
dari kalangan yang berpendidikan dan mempunyai jabatan, mereka sudah 
paham betul bagaimana menghilangkan jejak dan bukti-bukti hasil dari 
korupsi, sehingga pembuktian terbalik minim dilakukan karena ada berbagai 
kelemahan-kelemahan dalam penerapannya.14  
Secara garis besar, pembuktian terbalik di Pengadilan Tipikor belum 
diterapkan secara murni dan maksimal, dari keterangan beberapa hakim 
pembuktian yang digunakan dalam perkara gratifikasi dapat dikategorikan 
kedalam pembuktian secara negatif, sebab pembuktian terbalik yang telah 
diatur dalam Undang-undang belum diterapkan sepenuhnya oleh Hakim, 
dalam pemeriksaan peran penuntut umum masih dominan, begitupula 
bedasarkan keterangan Gazalba Saleh yang menyebutkan bahwa pembuktian 
terbalik diterapkan tergantung dari Surat dakwaan JPU, padahal seharusnya 
pembuktian terbalik dapat diterapkan dalam perkara gratifikasi di Pengadilan 
sesuai Undang-undang yang berlaku. 
Dari berbagai penjelasan di atas, diketahui bahwa dalam prakteknya di 
Pengadilan Tipikor Surabaya, pembuktian perkara gratifikasi dalam Pasal 
12B ayat 1 huruf a sama halnya dengan pembuktian pada korupsi umumnya. 
                                                            
13 Wawancara dengan I Made Sukadana selaku Hakim Pengadilan Tipikor, pada Tanggal 10 
Desember 2012 (diolah) 




II. Hambatan Hambatan  Yang Dialami Oleh Hakim Dalam Upaya 
Penerapan Pembuktian Terbalik Pada Proses Pemeriksaan Perkara 
Gratifikasi 
Dalam prakteknya di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada sebagian 
besar kasus gratifikasi pembuktian terbalik belum diterapkan secara murni,  
sebab ada beberapa hambatan yang menyebabkan pembuktian terbalik sulit 
diterapkan dalam prakteknya, hambatan-hambatan tersebut dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut: 
 
1. Hambatan Internal 
a. Kurang adanya persamaan persepsi dari penegak hukum dalam 
menerapkan dan melaksanakan pembuktian terbalik  
Dalam praktek di pengadilan tipikor Surabaya, pembuktian 
terbalik di terapkan bergantung dengan apa yang ada di dalam surat 
dakwaan JPU, selama JPU tidak mendakwakan hal yang berkaitan 
dengan pembuktian terbalik maka Majelis Hakim tidak ada dasarnya 
untuk melakukan pembuktian terbalik.15 
Tidak dapat dipungkiri, pembuktian terbalik merupakan sistem 
yang relatif baru dan ruang lingkup penerapanya sempit sehingga 
semakin menimbulkan keraguan penegak hukum untuk 
menerapkannya. Di dalam prakteknya sendiri kurang adanya 
keseragaman dari Hakim untuk menerapkan pembuktian terbalik 
dalam perkara gratifikasi, sehingga masing-masing penegak hukum 
perlu mencari format dan persamaan persepsi dalam melaksanakan 
pembuktian terbalik. 
Bentuk persamaan persepsi harus diimbangi dengan dilakukanya 
kebijakan di lapangan, yang pada dasarnya tidak lain adalah upaya 
penyelarasan nilai-nilai antar penegak hukum, serta penyelarasan 
persamaan persepsi dalam penafsiran dan aplikasi pembuktian 
terbalik dalam perkara gratifikasi. 
                                                            
15 Wawancara dengan Gazalba Saleh selaku Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya pada 
tanggal 10 Desember 2012. (diolah) 
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b. Penerapan Pembuktian terbalik bertentangan dengan asas 
praduga tak bersalah dan melanggar Hak Asasi Manusia. 
Asas Praduga tak bersalah secara tegas telah diatur oleh 
KUHAP. Asas praduga tak bersalah ini menekankan bahwa 
seseorang harus tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya suatu 
keputusan hukum yang tetap dari pengadilan yang menyatakan orang 
tersebut bersalah. Pada dasarnya prinsip yang digunakan dalam 
pemeriksaan korupsi adalah azas praduga bersalah (presumption of 
guilt), dimana setiap orang dinyatakan bersalah hingga dia dapat 
memberikan keterangan yang memuaskan bahwa dia tidak bersalah, 
apabila dia tidak bisa memberikan keterangan bahwa dia tidak 
melakukan tindak pidana korupsi, maka dia dianggap bersalah 
melakukan tindak pidana tersebut. Sering kali dalam penerapan 
pembuktian terbalik berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi 
manusia, karena terdakwa seolah-olah dipaksa untuk mengakui 
bahwa dirinya bersalah dengan membuktikan bahwa apa yang 
didakwakan JPU padanya tidak terbukti.16 
c. Ketidakseriusan Jaksa dalam menangani perkara gratifikasi 
Dalam prakteknya di Pengadilan Tipikor selama ini, Jaksa tidak 
pernah mempersoalkan terhadap nilai riil (nominal) uang yang 
dimiliki oleh terdakwa, dalam artian penuntut umum tidak pernah 
memperdulikan apakah uang hasil korupsi tersebut banyak atau 
sedikit. Karena selama ini yang terjadi di tingkat penyidikan adalah 
uang yang dimiliki terdakwa yang diduga oleh penuntut umum 
berasal dari tindak pidana korupsi, terhadap uang tersebut hanya 
dilakukan penyitaan saja. Sedangkan pada saat pemeriksaan di 
persidangan, tidak ada upaya jaksa untuk membawa uang tersebut ke 
depan persidangan sebagai alat bukti. Ketika penuntut umum 
mendakwakan bahwa uang tersebut hasil dari korupsi dan terdakwa 
tidak bisa membuktikan uang mana yang didakwakan jaksa, karena 
uang tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan. Sehingga 
                                                            
16 Wawancara dengan I Made Sukadana selaku Hakim Pengadilan Tipikor, pada Tanggal 10 
Desember 2012 (diolah) 
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pembuktian terbalik tidak dapat terlaksana, karena terdakwa tidak 
bisa membuktikan dakwaan dari jaksa tersebut. Sehingga yang 
terjadi adalah, majelis hakim dalam hal ini harus mengadakan 
pemeriksaan setempat untuk mencocokan barang bukti seperti 
keterangan yang diberikan oleh saksi maupun terdakwa di 
persidangan.17 
2. Hambatan Eksternal 
a.    Dasar hukumnya lemah, baik dasar hukum tentang pembuktian 
terbalik maupun dasar hukum pemberantasan tindak pidana 
korupsi. 
Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat kelemahan-
kelemahan yang menyebabkan Hakim kesulitan dalam menerapkan 
pembuktian terbalik. Dengan kata lain Norma yang ada belum 
memadai, sehingga pembuktian terbalik tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang kuat dan mengikat yang menyebabkan Hakim tidak bisa 
memaksa dan kesulitan di dalam memberikan kewajiban sepenuhnya 
kepada terdakwa untuk membuktikan mengenai harta benda benda 
miliknya, baik harta legal (sah) maupun harta benda mana saja yang 
berasal dari gratifikasi.18  
Meskipun pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 20 tahun 2001, namun antara Peraturan dengan 
implementasinya itu berbeda. Hakim hanya menganggap pembuktian 
terbalik hanya aksesoris hukum saja, sebab kembali lagi kekuatan 
daripada Norma yang mengaturnya.19 
 
                                                            
17 Wawancara dengan Gazalba Saleh selaku Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya pada 
tanggal 10 Desember 2012 (diolah) 
18 Wawancara dengan Gazalba Saleh selaku Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya pada 
tanggal 10 Desember 2012 (diolah) 
19  Wawancara dengan Gazalba Saleh, selaku Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya pada 
tanggal 10 Desember 2012 (diolah) 
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III. Upaya Penganggulangan Hambatan Dalam Penerapan Pembuktian 
Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi 
1 Dengan upaya penyelarasan nilai-nilai antara penegak hukum, atau 
dengan kata lain setiap Hakim Tipikor baik hakim Karier maupun 
hakim Ad hoc perlu mencari persepsi yang sama, penafsiran yang 
sama dalam mengaplikasikan pembuktian terbalik kedalam praktek di 
pemeriksaan perkara gratifikasi. 
2 Dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan dari Undang-undang 
Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
menguatkan aturan yang ada sehingga pembuktian terbalik 
mempunyai payung hukum yang kuat. Sehingga hakim ragu-ragu dan 
kesulitan dalam menerapkan pembuktian terbalik. Salah satu alternatif 
adalah menguatkan, merombak, dan mengganti Pasal-pasal yang 
mempunyai kelemahan, agar norma memadai.20 
3 Perlunya kerja sama dan keseriusan penegak hukum, khususnya 
Hakim Tipikor, Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dalam upaya 
mempermudah jalanya pemeriksaan perkara gratifikasi dan turut 
membantu dalam mempermudah penerapan pembuktian terbalik. 
Diharapakan dengan adanya upaya dalam mengatasi hambatan-
hambatan yang menyebabkan tidak diterapkannya pembuktian terbalik 
secara murni dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tipikor 
Surabaya, dapat dijadikan sebagai jalan terang untuk menerapkan 
pembuktian terbalik secara efektif dan sesuai dengan Undang-undang 
Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 
31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan 
dalam rangka menyelamatkan keuangan Negara dari para koruptor 





20 Wawancara dengan Gazalba Saleh, selaku Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tipikor Surabaya pada 





Dari pembahasan tentang penerapan pembuktian terbalik dalam 
pemeriksaan perkara gratifikasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Surabaya, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 37 (2) Undang-undang 
Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang 
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
dalam prakteknya di Pengadilan Tipikor belum diterapkan secara 
murni dan maksimal. Sehingga selama ini terdakwa jarang sekali 
diberi kewajiban sepenuhnya untuk membuktikan mengenai harta 
bendanya yang berkaitan dengan perkara gratifikasi, dan selama ini 
peran Penuntut umum  masih menjadi hal yang sangat penting dalam 
proses pembuktian. Hal ini dapat dilihat dari keterangan beberapa 
Hakim dan Panitera Muda Tipikor sebagai salah satu aparat yang 
berkompeten dalam memeriksa perkara gratifikasi. 
2. Adapun yang menjadi hambatan dari penerapan pembuktian terbalik, adalah 
sebagai berikut: 
a) Hambatan Internal: 
1. Kurang adanya persamaan persepsi dari penegak hukum 
dalam menerapkan dan melaksanakan pembuktian terbalik 
2. Penerapan Pembuktian terbalik bertentangan dengan asas 
legalitas serta melanggar asas praduga tak bersalah 
3. Ketidakseriusan Jaksa dalam menangani perkara gratifikasi 
b) Hambatan Eksternal: 
1. Dasar hukumnya lemah, baik dasar hukum tentang 
pembuktian terbalik maupun dasar hukum pemberantasan 
tindak pidana korupsi. 
3. Upaya Dalam Menangani Hambatan 
1. Dengan Upaya penyelarasan nilai-nilai antar penegak hukum 
dalam menerapkan dan melaksanakan pembuktian terbalik 
16 
 
2. Dengan memperbaiki norma yang ada, menguatkan aturan yang 
ada sehingga pembuktian terbalik mempunyai payung hukum yang 
kuat. 
3. Perlunya kerja sama dan keseriusan penegak hukum, khususnya 
Hakim Tipikor, Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dalam upaya 
mempermudah jalanya pemeriksaan perkara korupsi dan turut 
membantu dalam mempermudah penerapan pembuktian terbalik 
4. Menangani hambatan-hambatan yang telah di uraikan di atas 
segera dapat diatasi oleh Hakim selaku pihak yang berkompeten 
dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan, agar pembuktian 
terbalik dapat berjalan secara efektif. 
4. Saran  
1. Membenahi kinerja para Hakim agar prosedur pemeriksaan perkara 
gratifikasi yang ada di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan sesuai dengan 
Undang-undang tersebut. Sebab dalam prakteknya selama ini di 
Pengadilan Tipikor, pembuktian terbalik murni yang seharusnya 
diterapkan dalam pemeriksaan perkara gratifikasi tidak diterapkan secara 
murni. Menurut penulis, tindakan hakim tersebut merupakan suatu 
kesalahan yang menyebabkan tujuan utama pembuktian terbalik tidak 
dapat tercapai. Apa yang ada di dalam Undang-undang Pemberantasan 
Korupsi dengan segala kelemahannya, seharusnya dilaksanakan dan 
diterapkan sesuai dengan aturan. 
2. Pembenahan isi dan kelemahan-kelemahan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agar pembuktian 
terbalik mempunyai payung hukum yang kuat serta tidak ada keraguan 
dari hakim untuk menerapkan pembuktian terbalik sesuai dengan 
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
3. Perlu adanya keseragaman penegak hukum dalam menerapkan 
pembuktian terbalik, sebab dengan adanya keseragaman antara penegak 
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hukum penerapan pembuktian terbalik akan berjalan secara maksimal 
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